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Menko PMK : Intervensi Gizi Terintegrasi Menjadi Kunci Menurunkan Stunting
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Jakarta (24/06) – Mesti cakupan program peningkatan gizi sudah cukup tinggi, optimalisasi implementasi intervensi program yang berkualitas dalam hal menurunkan stunting harus terus dilakukan. Demikian arahan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting di Ruang Rapat Lantai 7 Kemenko PMK, Jakarta. Selain itu, Menko PMK juga menekankan perlunya kualitas pelaksanaan yang optimal. “Intervensi gizi terintegrasi juga harus cost effective dan visible,” ujarnya. 
Menko PMK menambahkan, Program Keluarga Harapan (PKH) harus dipastikan untuk mendampingi ibu hamil sesuai dengan tugasnya. Sementara, pemberian tablet tambah darah, MP ASI dan cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir juga harus dilakukan. Menko PMK berharap agar segera dianalisa bahwa kemiskinan bukan satu-satunya yang menyebabkan masalah gizi buruk, tetapi perubahan perilaku hidup masyarakat yang tak sehat juga penyebab timbulnya persoalan gizi buruk yang perlu menjadi perhatian. Intervensi dan analisa juga akan dilakukan pada 50 kabupaten/kota yang stuntingnya tinggi. Sementara data  Pansimas, STBM, Sanimas, perlu disiapkan oleh Kementerian PUPR dan Kemenkes.
RTM Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting adalah salah satu bentuk Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalilan (K-S-P) Pelaksanaan ‘Penurunan Prevalensi Stunting’. Hasil RTM ini sekaligus akan menjadi sikap pemerintah dalam Penanganan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Seperti diketahui, Agenda Pembangunan Kesehatan 2015-2019 : Pembangunan kesehatan bertujuan untuk "meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan baik pada tingkat individu, keluarga maupun masyarakat .“ Disaat yang sama, pemerintah menargetkan penurunan Prevalensi Stunting pada tahun 2019 sebesar 28 persen dari jumlah anak balita. Hal tersebut bukan tidak mungkin, berdasarkan Pantauan Status Gizi (PSG) tahun 2016 menunjukkan penurunan jumlah balita pendek (stunting). Begitu pula balita yang kurus, jumlahnya mengalami penurunan walaupun tidak terlalu besar. Data PSG tahun 2015 menunjukkan jumlah balita stunting 29,1 persen (sangat pendek 10,1 persen dan pendek 18,9 persen). Sementara, di tahun 2016 jumlah balita stunting turun menjadi 27,5 persen (sangat pendek 8,5 persen dan pendek 19 persen).
Untuk mencapai penurunan Prevalensi Stunting pada tahun 2019 sebesar 28 persen dari jumlah anak balita, pemerintah akan fokus pada upaya penurunan kematian ibu dan kematian bayi; penguatan upaya promotif dan preventif; penguatan pelayanan kesehatan dasar berkualitas; penguatan sistem pengawasan obat dan makanan; dan pemantapan sistem jaminan kesehatan nasional. Selain hal tersebut, pemerintah pun akan mendorong kontribusi masyarakat termasuk Sektor Swasta, Perguruan Tinggi, dan Dunia Usaha dalam penurunan Prevalensi Stunting. 
Turut hadir dalam RTM Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Pertanian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kepala Kantor Staf Presiden, dan Sekretaris Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
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